
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA

DI RUTAN MEDAENG SIDOARJO
(STUDI ANALISIS PP. NO. 32 TAHUN 1999 Jo. PP. NO. 28 TAHUN 2006)

SKRIPSI

Oleh :

Lisna Wahyuningsih

NIM.CO2304021

FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2009









 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum
Pidana Islam terhadap Pelaksanaan Cuti Bersyarat bagi narapidana di Rutan Medaeng
Wilayah Sidoarjo menurut PP. No. 32 tahun 1999 jo PP. No. 28 tahun 2006 tentang
syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan" yang bertujuan
untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana prosedur pelaksanaan cuti bersyarat
bagi narapidana menurut PP No. 32 tahun 1999 jo PP No. 28 tahun 2006, bagaimana
pelaksanaan cuti bersyarat terhadap pembinaan narapidana di rumah tahanan
Medaeng, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan cuti
bersyarat di rumah tahanan Medaeng Sidoarjo.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi,
serta kajian yang selanjutnya di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif
analitis dan pola pikir deduktif.

Selanjutnya kesimpulannya adalah bahwa prosedur pelaksanaan cuti bersyarat
menurut PP. No.32 Tahun 1999 Jo. PP. No.28 Tahun 2006, yaitu bagi narapidana
yang ingin mendapatkan cuti bersyarat harus memenuhi persyaratan substantif dan
administratif terlebih dahulu. Dimana syarat utama narapidana yang ingin
mendapatkan cuti bersyarat harus berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Tata cara pelaksanaan cuti bersyarat di Rutan Medaeng, di atur dalam
peraturan menteri hukum dan HAK Asasi Manusia RI No. M-2-PK-04-10 tahun
2007, dan peraturan pemerintah RI No. 28 tahun 2006 tentang perubahan atas
peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999; yang disesuaikan dengan undang-undang
No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa tata cara pelaksanaan cuti bersyarat
di Rutan Medaeng sesuai dengan ajaran Islam, karena baik itu pemberian cuti
bersyarat maupun tujuannya sama-sama memberikan kesempatan kepada narapidana
untuk senantiasa berbuat baik dan agar tidak melakukan kejahatan yang serupa.
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada petugas rumah tahanan diharapkan
lebih meningkatkan pembinaan terhadap narapidana dalam rangka mewujudkan
tujuan dari pembinaan itu sendiri. Selain itu juga, disarankan kepada keluarga sebagai
pihak penjamin untuk lebih memperhatikan, mengawasi, dan mengarahkan
narapidana ke arah yang lebih baik lagi.
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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sosial, dalam

kehidupannya sehari-hari tidak akan mampu hidup sendiri tanpa kehadiran orang

lain. Kehidupan semacam ini kemudian dikenal dengan istilah kehidupan

bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat kepentingan seseorang dengan

yang lainnya tidak mesti sama, maka sering terjadi benturan-benturan yang

menyebabkan berkurangnya keharmonisan dalam hubungan masyarakat, bahkan

tidak jarang terjadi perselisihan satu sama lain. Dengan adanya benturan semacam

itulah, maka dimungkinkan timbul kejahatan-kejahatan yang dampaknya tidak

hanya merugikan diri-sendiri atau pelaku, tetapi juga merugikan masyarakat luas,

karena kejahatan bisa saja terjadi di setiap ruang, tempat, dan waktu.

Kejahatan sangat berkaitan dengan pemidanaan, sebab mereka yang telah

melakukan kejahatan dalam masyarakat  akan diajukan ke Pengadilan dan dijatuhi

pidana yang setimpal. Terpidana kemudian hidup di belakang tembok rumah

tahanan atau yang sama sekali asing baginya. Mereka bercampur dan bergaul

dengan penjahat-penjahat berbagai bentuk, manusia yang bertabiat dan kebiasaan

yang berbeda, begitu pula bahasa, stratifikasi sosial dan asal-usul yang beraneka

ragam. Perlakuan dengan memenjarakan pelanggar hukum itu ternyata banyak

penyimpangan-penyimpangan di dalam praktek. Bahkan penjahat yang kecil1
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2

setelah keluar dari rumah penjara melakukan perbuatan jahat yang lebih besar.

Jadi seolah-olah penjara itu merupakan sekolah kejahatan. Oleh karena itu,

timbullah gagasan baru perhatian terhadap diri pelanggar hukum itu perlu

diadakan usaha-usaha perbaikan ke arah segi sosial berupa pembinaan terhadap

narapidana, berupa kecakapan, keterampilan, semangat kepribadiannya, kekuatan

mentalnya guna penyadaran dan penginsafan atas kesalahannya, sehingga mereka

akan merubah sikapnya dan tidak sampai mengulangi perbuatan melanggar

hukum lagi. Tujuan pembinaan di sini agar dapat membangkitkan rasa harga diri,

mengembangkan rasa tanggung jawab, dapat menyesuaikan diri, hidup tentram

dalam masyarakat berguna sebagai warga negara dan menjadi manusia berpribadi

dan bermoral tinggi.1

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan,

mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di

Lembang, tanggal 27 April 1964, Dr. Sahardjo, S.H. Melontarkan gagasan

perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem

pemasyarakatan. Sebelumnya, Dr. Sahardjo, S.H. telah terlebih dahulu

mengemukakan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana itu, dalam

pidato pengukuhannya sebagai Dr. H. C. di Istana Negara tanggal 15 Juli 1963.

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan  landasan  sistem

pemasyarakatan. Sebagaimana beliau mengatakan :

1  Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, h. 2
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3

“bahwa tidak saja masyarakat diayomi  terhadap diulangi perbuatan jahat oleh

terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan

memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam

masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah

tindakan balas dendam dari Negara..2

Jadi titik tolak pemikiran Sahardjo, bahwa bukan saja masyarakat yang

diayomi dengan adanya tindak pidana, tetapi juga pelaku tindak pidana perlu

diayomi dan diberikan bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak setelah keluar

dari Lembaga Pemasyarakatan, agar berguna bagi dan di dalam masyarakat.

Adapun dalam hukum pidana Islam, pemidanaan yang ditegakkan dalam

syariat Islam mempunyai dua aspek, yaitu: preventif (pencegahan) dan represif

(pendidikan). Pencegahan adalah menahan pembuatnya agar tidak mengulangi

perbuatan pidananya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukannya. Dengan

kata lain bahwa selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam juga

memberikan perhatian terhadap diri pelaku pidana, yakni memberikan pelajaran

serta mengusahakan kebaikan bagi pelakunya merupakan tujuan yang utama.

Sehingga seseorang menjauhkan diri dari kejahatan serta menginsyafinya bukan

semata-mata karena takut akan pidana yang diterimanya, melainkan betul-betul

karena kesadarannya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek

kemaslahatan, yakni terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan

2  Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, h. 1
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masyarakat menjadi aman, tenteram, damai dan penuh dengan keadilan, karena

moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan

tuntunan agama.3

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem

pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat

berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai

anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Guna mewujudkan

tujuan pembinaan terhadap narapidana, upaya yang dapat ditempuh antara lain

dengan melalui pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang

bebas, dan cuti bersyarat. Dimana upaya-upaya tersebut telah diatur dalam

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M. 2. PK. 04-10

Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang disesuaikan dengan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Maksud dari

asimilasi yakni proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan

yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik

pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan maksud dari

pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yakni proses pembinaan

narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani

3 Makhrus munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, h. 53
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5

sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya minimal sekurang-kurangnya

sembilan bulan berkelakuan baik.4

Dengan upaya-upaya melalui pelaksanaan asimilasi, pembebasan

bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dapat berguna untuk

menghindari over kapasitas di dalam penjara. Di samping itu juga, berguna untuk

mengakhiri prinsip memelihara narapidana selama mungkin di penjara, karena

semakin lama seseorang tinggal di penjara, semakin menambah jumlah penghuni

penjara dan semakin pula menambah beban anggaran pemerintah. Oleh karena

itu, penulis di sini akan mencoba membahas salah satu dari upaya-upaya yang

dilakukan yakni tentang cuti bersyarat, dimana upaya-upaya lainnya seperti

asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas merupakan

pembahasan tersendiri yang apabila dijelaskan akan menghabiskan waktu yang

cukup lama. Penulis lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan cuti bersyarat, agar

pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu melebar dan mudah dipahami oleh

pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis pribadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah

pokok dalam penelitian ini, antara lain :

4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, h. 3
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1. Bagaimana prosedur pelaksanaan cuti bersyarat bagi narapidana menurut PP

No. 32 Tahun 1999 jo PP No. 28 Tahun 2006?

2. Bagaimana pelaksanaan cuti bersyarat terhadap pembinaan narapidana di

Rumah Tahanan Medaeng?

3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan cuti bersyarat

di Rumah Tahanan Medaeng Sidoarjo?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan Masalah mengenai narapidana telah banyak dibahas dan

ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran

penulisan sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Namun

upaya untuk membahas narapidana sudah pernah dilakukan oleh para mahasiswa

diantaranya adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Sjaichul Ghulam

dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Remisi Terhadap Narapidana, yang

menyatakan bahwa remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang

diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat berkelakuan baik selama

menjalani pidana. Dengan kata lain hal ini bagi narapidana yang memenuhi syarat

berkelakuan baik selama menjalani pidana maka dia berhak mendapatkan remisi

atau pengurangan hukuman.5

5 Sjaichul Ghulam, Tinjauan Hukum Islam Tentang Remisi Terhadap Narapidana Jurusan
Muamalah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998
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Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Ali dengan judul Tinjauan

Hukum Islam Tentang Efektifitas Sistem Pemasyarakatan Dalam Pidana Penjara

Di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bojonegoro, memberi penjelasan dan

gambaran mengenai sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

Bojonegoro. Dimana realisasi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan

Bojonegoro adalah dengan diberikannya berbagai macam pembinaan, pengajaran,

pendidikan, dan keterampilan terhadap narapidana yang bertujuan untuk

memberikan bekal bagi narapidana untuk kembali kepada masyarakat secara baik-

baik dan tidak mengulangi lagi kejahatannya.6

Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai

pelaksanaan cuti bersyarat. Dimana cuti bersyarat ini merupakan proses

pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dipidana satu tahun

ke bawah minimal telah menjalani dua pertiga masa pidana, adapun besarnya cuti

maksimal tiga bulan. Dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada cuti bersyarat

yang hanya diperuntukkan bagi narapidana dan anak pidana yang mendapatkan

hukuman di bawah satu tahun, adapun bagi narapidana dan anak pidana yang

mendapatkan hukuman lebih dari satu tahun tidak berhak untuk mendapatkan cuti

bersyarat.

D. Tujuan Penelitian

6 Ali, Tinjau an Hukum Islam Tentang Efektifitas Sistem Pemasyarakatan Dalam Pidana
Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bojonegoro Jurusan Muamalah Jinayah Fakultas
Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1989
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Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan cuti bersyarat menurut PP Nomor 32

Tahun 1999 Jo PP Nomor 28 Tahun 2006.

2. Mendeskripsikan pelaksanaan cuti bersyarat di Rutan Medaeng.

3. Menganalisis tata cara pemberian cuti bersyarat di Rutan Medaeng Sidoarjo

menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian.

Dari hasil penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek, yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis), yakni untuk menambah dan memperluas serta

memperkaya khazanah intelektual pengetahuan tentang cuti bersyarat.

2. Aspek terapan (praktis), memberikan sumbangan pemikiran khususnya

kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya tentang

hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan cuti bersyarat.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dalam memahami arti dan

maksud dari judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu menguraikan

beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut

antara lain sebagai berikut :
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Tinjauan : Berarti pendapat meninjau, pandangan (sesudah

menyelidiki, mempelajari). Maksudnya

mengeluarkan pendapat sesudah menyelidiki atau

sesuatu yang dimaksud.7

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang

berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an,

al-Hadis\ dan pendapat ulama fiqih.8

Hukum Pidana Islam : مظُحوراتشعِرةُيزجااللهُرعانبِهدرٍحزِيعتاَو

Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang

dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang

diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau

ta’zir.9

Cuti                            : Libur,10. Maksud cuti dalam skripsi ini, yaitu bentuk

pembinaan narapidana dan anak didik

pemasyarakatan meninggalkan Lapas untuk

sementara waktu , apabila memenuhi syarat yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

7  WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 1076
8  Sudarsono, Kamus Hukum, h. 169
9  Mawardi, Al-Ahkam As-Shulthaniyah, h.219

10  Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, h.26
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Cuti bersyarat : Proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan

bagi narapidana dan anak pidana yang dipidana satu

tahun ke bawah sekurang-kurangnya telah menjalani

dua pertiga masa pidana.11

Narapidana : Terpidana yang menjalani pidana hilang

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.12

Rumah Tahanan : Tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama

proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

sidang pengadilan.13

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah mempergunakan

metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisa data yang dilakukan dengan

memberikan argumentasi secara teoritis dan pemikiran secara logis sesuai

dengan keadaan yang sesungguhnya.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data  yang

dikumpulkan adalah tentang proses pemberian hak narapidana berupa cuti

bersyarat dan upaya pembinaan narapidana di Rutan Medaeng, gambaran

11  Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi manusia, h. 3
12  Undang-Undang No. 12 tahun 1995, h. 2
13 KUHAP dan KUHP, h. 352
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umum tentang Rutan Medaeng, serta hal-hal yang berkaitan dengan cuti

bersyarat.

2. Sumber data

Mengenai sumber data perlu dibedakan antara sumber data primer

dengan sumber data sekunder. Secara umum data yang dihimpun dalam

penelitian ini adalah :

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat

secara langsung melalui penelitian.14 Sumber data ini meliputi :

1) Bapak Slamet Prihantara selaku Kepala Rumah Tahanan Medaeng

Sidoarjo.

2) Bapak Ari Yuniarto selaku Kasubsi Bantuan Hukum dan Penyuluhan.

3) Sebagian para narapidana yang memperoleh cuti bersyarat.

4) Undang-Undang RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

5) Peraturan pemerintah RI No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

6) Peraturan pemerintah RI No. 28 tahun 2006 tentang perubahan atas

peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

7) Djazuli, fiqih jinayah

8) Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam

14  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 122
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sifatnya melengkapi data primer.

Sumber data sekunder ini meliputi :

1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M. 2. KP.

04-10 tahun 2007

2) Al-Qur'an dan terjemahan.

3) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah.

4) Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam,

5) Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam.

6) Dan lain-lain

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini  data yang akan dikumpulkan adalah data yang

secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan-

permasalahan yang telah dirumuskan. Sedangkan cara yang akan digunakan

adalah sebagai berikut :

Wawancara : Yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk

memperoleh informasi dari responden (objek yang diteliti).

Sedangkan dalam pelaksanaannya peneliti bebas menanyakan

apa saja, baik kepada Kepala Rutan, petugas Rutan, maupun

narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat, akan tetapi

pernyataannya juga mengingat data apa yang  akan

dikumpulkan.
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Observasi   : Yaitu metode yang digunakan untuk melihat langsung terhadap

objek yang dijadikan sasaran penelitian. Teknik observasi

dipergunakan peneliti berdasarkan hasil pengamatan dan

pencatatan dengan sistematik tentang fenomena-fenomena

yang diselidiki. Penggunaan teknik ini dipakai oleh peneliti

untuk mengamati secara langsung terhadap pelaksanaan cuti

bersyarat di Rutan Medaeng Sidoarjo.

Dokumentasi : Suatu cara pengumpulan data dengan memilah-milah mana

data yang dianggap penting dan singkron dengan tema skripsi.

Adapun data-data yang akan dikumpulkan, yaitu data

mengenai gambaran umum Rumah Tahanan Medaeng, hak

narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat, serta prosedur

pelaksanaan tata cara cuti bersyarat di Rumah Tahanan

Medaeng Sidoarjo.

4. Teknik Analisis Data

Deskriptif analitis menguraikan atau menggambarkan data-data hasil

penelitian mengenai cuti bersyarat kemudian dianalisis secara mendalam

dengan mengambil kesimpulan berdasarkan tinjauan Undang-Undang yang

berlaku dan Hukum Islam.

Deduktif menggambarkan kerangka teori atau kenyataan dari riset

yang bersifat umum kemudian ditarik menuju kesimpulan yang bersifat

khusus. Tentang peristiwa-peristiwa permasalahan cuti bersyarat yang bersifat
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umum untuk kemudian dianalisis dengan Hukum Pidana Islam dan Undang-

Undang No. 12 tahun 1995 yang kemudian ditarik menuju kesimpulan yang

bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan

skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan  menjadi lima bab, dan

tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya,

secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab  I   : Berisi Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah,

Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi

Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab  II   : Landasan teori berisi tentang hukuman dan macam-macam hukuman

serta cuti bersyarat yang meliputi pengertian, dan tujuan menurut

hukum pidana Islam dan hukum Positif.

Bab  III  : Merupakan hasil penelitian di Rutan Medaeng Sidoarjo yang meliputi :

gambaran umum Rutan Medaeng, faktor penyebab dilaksanakannya

cuti bersyarat, proses pemberian hak narapidana berupa cuti bersyarat

serta upaya pembinaan terhadap narapidana yang memperoleh cuti

bersyarat.

Bab  IV  : A. Analisis hukum pidana Islam terhadap prosedur pelaksanaan cuti

bersyarat menurut PP. No. 32 Tahun 1999 Jo PP. No. 28 Tahun 1999
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B. Analisis hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan cuti bersyarat di

Rutan Medaeng menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang

pemasyarakatan.

Bab   V  : Berisi Kesimpulan dan Saran.
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BAB  II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN DAN MACAM-

MACAM HUKUMAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

SERTA CUTI BERSYARAT

A. Pengertian Hukuman dan Macam-Macam Hukuman Menurut Hukum

Pidana Islam

1. Pengertian Hukuman

Pidana atau hukuman dalam istilah Arab sering  disebut 'Uqubah.

Lafaz ‘Uqubah menurut bahasa berasal dari kata : عقب  yang sinonimnya

بعقبھوجاءخلفھ , artinya mengiringnya dan datang di belakangnya.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti yang

didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut :

الشارعأمرعصيانعلىالجماعةلمصلحةالمقررالجزاءهيالعقوبة

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara

kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan

syara'.

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah

satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan

yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban

16
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dan kepentingan masyarakat sekaligus juga untuk melindungi kepentingan

individu.1

Adapun tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam

syariat Islam meliputi dua aspek, yaitu  preventif (pencegahan) dan represif

(pendidikan).

a. Pencegahan ( والزجرالردع ).

Pengertian pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat

kejahatan agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya, atau agar ia tidak

terus-menerus melakukan kejahatan tersebut. Di samping mencegah

pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah  orang lain selain

pelaku, agar ia tidak ikut-ikutan melakukan kejahatan, sebab ia bisa

mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan

dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan

orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan

menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri

dari lingkungan kejahatan.

b. Perbaikan dan pendidikan ( والتھذیبالاصلاح )

1  Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h.138
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Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik

pelaku kejahatan agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari

kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap

diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam

diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi kejahatan bukan karena

takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian nya

terhadap kejahatan serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah swt.

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat

ampuh untuk memberantas kejahatan, karena seseorang sebelum

melakukan suatu kejahatan, ia akan berpikir bahwa Allah pasti

mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik

perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak.2

2. Macam-Macam Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam.

Mengenai macam-macam hukuman, Prof. H. A. Djazuli membagi

beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, antara lain :

a) Ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nas{ dalam al-Qur'an atau

Al-Hadis\\\\\, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Hukuman yang ada nas{nya, yaitu h{udu>d, qis{a>s{, diyat, dan

kafarah. Misalnya, hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri,

perampok, pemberontak, dan pembunuh.

2  Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 257
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2) Hukuman yang tidak ada nas{{nya, hukuman ini disebut dengan

hukuman ta'zir, seperti pembunuhan yang tidak dikenai sanksi

qis{a>s{

b) Ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman

lainnya, terbagi menjadi empat :

1) Hukuman pokok, yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti

hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja,

hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja.

2) Hukuman pengganti, hukuman yang menggantikan kedudukan

hukuman pokok yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan,

seperti hukuman ta'zir  dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah had

yang didakwakan mengandung unsur kesamaran atau syubhat, atau

hukuman diyat yang dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang

dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman ta'zir merupakan

pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian

hukuman diyat sebagai pengganti dari hukuman qis{a>s{ yang

dimaafkan.

3) Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi

hukuman pokok. Seperti seorang pembunuh pewaris yang tidak

mendapatkan warisan dari harta siterbunuh.

4) Hukuman pelengkap, yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman

pokok yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri
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yang telah dipotong lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan

keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak

memerlukan keputusan hakim tersendiri.

c) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka

hukuman dapat dibagi dua :

1) Hukuman yang memiliki batas tertentu, dimana hakim tidak dapat

menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman had

2) Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas

terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil

dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang

diancam dengan ta'zir.

d) Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi empat, yaitu :

1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan

manusia, seperti hukuman jilid (dera).

2) Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.

3) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti

hukuman penjara atau pengasingan.

4) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti

diyat, denda dan perampasan.3

B. Pengertian Pidana Penjara

3Djazuli, fiqih jinayah, h.28
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1. Menurut Hukum Pidana Islam.

Pidana penjara dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah

hukuman kawalan, yang merupakan salah satu cabang dari hukuman ta’zir.

Hukuman ta’zir sendiri merupakan hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan

yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh syariat Islam, yaitu

hukuman h{udu>d, qis{a>s{ dan diyat.4 Sedangkan hukuman h{udu>d,

qis{a>s{, dan diyat merupakan hukuman yang ada nas{nya. Seperti :

hukuman bagi pezina, pencuri, dan pembunuh.

Hukuman kawalan sebagai salah satu alternatif dari hukuman ta’zir ini

terbagi menjadi 2, yaitu :

a. Hukuman Kawalan dalam waktu terbatas

Hukuman kawalan waktu terbatas adalah hukuman penjara yang

dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan

terhukum. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dua bulan

atau tiga bulan. Di samping itu, ada yang mengatakan paling lama satu

tahun dinisbatkan kepada hukuman buang pada perbuatan zina yang

lamanya satu tahun. Diantara mereka ada juga yang mengatakan bahwa

lamanya hukuman itu terserah penguasa sebab hukuman ta’zir adalah hak

penguasa.  Namun dalam hukuman kawalan batas terendah adalah satu

hari, sedangkan batas tertingginya tidak menjadi kesepakatan para ulama.

b. Hukuman kawalan dalam waktu tidak terbatas

4  Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 299
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Dimana hukuman kawalan ini tidak ditentukan waktunya terlebih

dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau

taubat dan memperbaiki dirinya. Orang yang dikenakan hukuman tersebut

ialah penjahat yang berbahaya atau orang-orang yang berulang-ulang

melakukan kejahatan-kejahatan yang berbahaya.5 Selain itu juga, seperti

pembunuhan yang terlepas dari sanksi qis{a>s{ karena ada hal-hal  yang

meragukan dan lain-lain.

Sebagaimana dalam hadis\ telah dijelaskan :

نعبزِهنِبكِحمٍيعبِأَنهِيعنجالنَّأَهِدبِنيااللهُىلَّصلَعهِيـو  لَّسـم  حبس

جيفِلاًرتهثُةٍمملىخعنالترمذىرواه(ه(

Dari Bahaz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya ra., bahwasannya
Nabi SAW pernah menahan seseorang  yang dituduh telah berbuat
kejahatan, kemudian Nabi membebaskannya (karena tidak ada bukti).6

(HR. Tirmiz\i)

Atas dasar ini, maka kebanyakan ulama membolehkan Ulil Amri

membuat penjara, meskipun ada ulama yang tidak membolehkannya,

karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah

menahan seseorang di rumahnya atau di Masjid.

Adanya sanksi penjara dikuatkan pula dengan firman Allah swt

surah an-Nisa' ayat 15

5  Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 308
6  Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-tirmiz\i, Sunan At-Tirmiz\i, h. 28)
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ـإِنْ مِنكُمأَربعةًعلَيهِنفَاستشهِدوانِسائِكُممِنالْفَاحِشةَيأْتِينواللَّاتِي… فَ

ـلَ أَوالْموتيتوفَّاهنحتىوتِالْبيفِيفَأَمسِكُوهنشهِدوا عجي ـه ـن اللَّ لَه

)15(سبِيلًا

Artinya : "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan
keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu
(yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah
memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-
wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya,
atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya."
(QS. An-Nisa' : 15) 7

Ayat ini menunjukkan bahwa sanksi penjara tidak bertentangan

dengan hukum Islam.

Dari keterangan-keterangan di atas, tampak bahwa hukuman

penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan

yang sangat berbahaya, seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi

qis{a>s{. Sedangkan hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum

bertaubat sesungguhnya mengandung pendidikan, mirip dengan Lembaga

Pemasyarakatan sekarang yang menerapkan adanya keringanan hukuman

bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat.8

Menurut para ulama, seseorang dianggap bertaubat bila ia

memperlihatkan tanda-tanda perbaikan perilakunya, karena taubat dalam

hati tidak dapat amati.

7 Al-Qur'an dan Terjemah, h. 63
8 Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam), h. 204
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Pada prinsipnya untuk mencapai tujuan pemidanaan oleh ulama

fiqih, harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain :

a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari

melakukan suatu tindak kejahatan, serta dapat menyadarkan dan

mendidik bagi pelaku kejahatan.

b. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan

kemaslahatan masyarakat.

c. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai

kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang

disyariatkan, karena harus dijalankan.

d. Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk

melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.9

2. Menurut Hukum Positif

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana

yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu

straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik

perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan

sempit yang hanya berkaitan dengan hukum pidana saja.10

9  Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, h.40
10  Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 27
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Hukuman atau pidana adalah suatu tindakan tidak enak (sengsara)

yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis pada orang yang telah melanggar

Undang-Undang hukum pidana.11

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya

dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan

timbul mengenai berapa besar jika ada tergugat telah merugikan penggugat

dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti

kerugian penggugat. Dalam perkara pidana sebaliknya, seberapa jauh

terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan

kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Di dalam pasal 10 a KUHP yang merupakan hukum pidana positif

yang berlaku hingga saat ini di Indonesia, pidana penjara termasuk salah satu

jenis pidana pokok di samping empat jenis pidana pokok lainnya, yaitu pidana

mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana tutupan.12

Pidana penjara merupakan hukuman yang ditetapkan oleh Hakim

kepada terhukum dengan menghilangkan kemerdekaannya di tengah-tengah

masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan diasingkan dari

masyarakat ke dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan.13

11 R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, h. 53
12 KUHAP dan KUHP, h. 5
13 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 179
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Sedangkan dalam pasal 12 sampai dengan pasal 14 KUHP juga

menjelaskan bahwa pidana penjara itu terbagi menjadi 2 yaitu pidana penjara

seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan

paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu

tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal

kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana

seumur hidup, dan pidana  penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara

selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Adapun tujuan diadakannya hukuman penjara adalah tidak terlepas dari

tujuan diadakannya hukuman secara umum maupun tujuan diadakannya hukuman

secara khusus.

Tujuan umum diadakannya hukuman yaitu memberikan sanksi kepada

orang yang dinyatakan bersalah setelah melanggar suatu aturan agar tercipta suatu

masyarakat yang damai, tentram dan sejahtera, terpenuhi segala hak dan

kewajiban dalam masyarakat terlindungi kepentingan-kepentingannya,

mewujudkan keselarasan hidup serta kelestariannya. Oleh karena hukuman

sifatnya adalah untuk kepentingan umum yaitu masyarakat, sehingga negaralah

yang berhak dan berwenang untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya karena

negaralah yang mempunyai kewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat.
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Sedangkan tujuan khusus diadakannya hukuman yaitu tiga teori yang

berbeda antara teori satu dengan teori yang lainnya. Ketiga teori tersebut

meliputi :

1. Teori Absolut (teori pembalasan)

Menurut teori ini bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis,

seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung

unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena

dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat

menjatuhkan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana

kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori pembalasan juga disebut

teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang

perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Dalam teori ini hakikat suatu

pidana ialah pembalasan.

2. Teori relatif atau teori tujuan (doel theorie)

Menurut teori ini penjatuhan pidana itu dibenarkan melihat pada

tujuannya, diantaranya ialah :

a. Teori mempertakutkan (afschrikking stheorie), mengatakan bahwa

menjatuhkan pidana itu bermaksud untuk menakutkan orang supaya

jangan berbuat jahat. Sifat pidana harus bersifat prevensi (mencegah).

Sifat prevensi dibagi atas, prevensi umum yang bertujuan supaya orang-

orang pada umumnya jangan berbuat kejahatan dan prevensi khusus yang
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bertujuan mencegah supaya pembuat kejahatan khususnya jangan

mengulangi lagi.

b. Teori memperbaiki (verbeteringstheorie) mengatakan bahwa pidana harus

bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat.

3. Teori gabungan (vereniegings theorie)

Maksud dari teori ini, bahwa penjatuhan hukuman selain bertujuan

sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, juga

mengandung maksud lain yaitu sebagai tindakan pencegahan dan untuk

menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukannya juga

Teori yang ketiga ini merupakan penggabungan antara teori absolut

dan teori relatif. Jadi di samping mengakui adanya pembalasan dalam

menegakkan hukuman. Teori ini juga bermaksud mengadakan tindakan

pencegahan dan memperbaiki penjahat dengan tujuan agar bisa menjadi

anggota masyarakat yang sadar dan berguna bagi kehidupan masyarakat

sekitarnya.14

Jadi jelas di sini bahwa hukuman penjara dalam pandangan hukum

pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum

Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya

dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman

pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan

hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan

14 R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus, h. 13
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bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja.

Sedangkan menurut hukum positif, hukuman penjara merupakan hukuman

utama bagi semua macam kejahatan, baik kejahatan yang berbahaya maupun

kejahatan biasa.

C. Prosedur Pelaksanaan Cuti Bersyarat Menurut PP No. 32 Tahun 1999 jo. PP

No. 28 tahun 2006.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995

tentang pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan

mengenai arah dan batas serta cara pembinaan terpadu antara pembina, yang

dibina, dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas warga binaan

pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.15

Menurut PP No. 32 tahun 1999 dalam pasal 41 ayat 1 telah dijelaskan

bahwa yang di maksud dengan cuti adalah bentuk pembinaan narapidana dan

anak didik pemasyarakatan meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan untuk

sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku.16 Dalam pasal ini juga menjelaskan

15   Undang-Undang Nomer 12 tahun 1995, h. 2
16  Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, hal. 30
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bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat diberikan cuti

berupa:

a. Cuti mengunjungi keluarga. Yang dimaksud dengan cuti mengunjungi

keluarga adalah bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan

berupa pemberian kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat

kediaman keluarganya. Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada

narapidana dan anak didik pemasyarakatan berupa kesempatan berkumpul

bersama keluarga di tempat kediamannya. Cuti tersebut diberikan paling lama

dua hari atau dua kali dua puluh empat jam. Cuti mengunjungi keluarga

diberikan oleh Kepala Lapas atau Rutan dan wajib diberitahukan kepada

Kepala Bapas setempat.

b. Cuti menjelang bebas

Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana dan anak

pidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana sekurang-kurangnya

sembilan bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi

terakhir yang diterimanya paling lama enam bulan. Cuti menjelang bebas

berakhir bagi narapidana dan anak pidana tepat pada bersamaan dengan hari

bebas yang sesungguhnya. Izin cuti menjelang bebas diberikan oleh Kepala

Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul Kepala Lapas.

c. Cuti Bersyarat.
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Dalam Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 2 KP. 04-

10 tahun 2007 menjelaskan bahwa cuti bersyarat adalah proses pembinaan di

luar Lembaga pemasyarakatan bagi narapidana dan anak pidana yang dipidana

satu tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 masa pidana.

Tujuan diadakannya cuti bersyarat yaitu :

1. Memberi kesempatan kepada narapidana dan anak didik

pemasyarakatan untuk  pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan

diri hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah bebas menjalani

pidana.

2. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam

penyelenggaraan pemasyarakatan.17

Narapidana atau anak didik pemasyarakatan dapat diberi cuti bersyarat

apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

1. Persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana

adalah :

a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang

menyebabkan dijatuhi pidana.

b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif

Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan

bersemangat.

17   Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia, h. 3
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a. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan

anak pidana yang bersangkutan.

b. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat

hukuman disiplin.

2. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi, adalah :

a. Kutipan putusan hakim

b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing

kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan

anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan.

c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti

bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang

bersangkutan.

d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib

yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama

menjalani masa pidana) dari kepala Lapas atau Kepala Rutan.

e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi,

remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana

dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah dan lain-
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lain dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-

rendahnya Lurah atau Kepala Desa.18

18  Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia, h. 4-5
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BAB  III

HASIL PENELITIAN TENTANG CUTI BERSYARAT DI RUTAN

MEDAENG SIDOARJO

A. Gambaran Umum Rutan Medaeng

Rumah tahanan negara kelas I Surabaya beralamat di Jalan Letnan

Jenderal Sutoyo Medaeng Waru Sidoarjo. Rumah tahanan negara kelas I

Surabaya dibangun sejak tahun 1976 dan dibentuk berdasarkan surat keputusan

menteri kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 September 1985 Nomor : M.

01 PR. 07.03 tahun 1985, diresmikan pada tahun 1985. Bangunan ini semula

dirancang untuk Lembaga Pemasyarakatan khusus anak, namun karena kebutuhan

organisasi berubah fungsi untuk orang-orang yang melanggar hukum di wilayah

Kotamadya Surabaya maka dinamakan Rumah Tahanan Negara kelas-I Surabaya

atau lebih dikenal dengan sebutan Rutan Medaeng meskipun tempatnya berada di

Kabupaten Sidoarjo.

Rumah Tahanan Negara kelas I Surabaya berdiri pada ketinggian lebih

dari 3 M diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 25 sampai 30 Derajat

celcius, dan tempatnya strategis dekat terminal Bungurasih dan pelabuhan udara

Juanda Sidoarjo. Kondisi bangunan sudah mengalami beberapa kali renovasi yang

berguna untuk menambah kekuatan fisik dan daya tampung-nya, namun

fenomena sosial berjalan sangat cepat sehingga mempengaruhi kualitas dan

kuantitas tingkat kriminal yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan

34
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ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya pergeseran tata nilai sehingga

mengakibatkan over kapasitas  yang tidak bisa dihindari, karena kapasitas rutan

Surabaya berdasarkan standar HAM adalah 504 orang sedangkan jumlah

penghuni pada saat ini mencapai lebih dari 1800 orang tahanan dan narapidana.1

Daftar jumlah penghuni Rutan Medaeng menurut jenis tindak pidana per Oktober

2008

Jumlah Penghuni
No Jenis kejahatan

Pria Wanita
Total

1 Ketertiban 94 - 94

2 Kesusilaan 31 - 31

3 Perjudian 415 28 443

4 Pembunuhan 9 4 13

5 Penganiayaan 13 - 13

6 Pencurian 164 35 199

7 Perampokan 211 1 212

8 Pemerasan 16 - 16

9 Penggelapan 16 115 31

10 Penipuan 148 21 169

11 Penadahan 15 - 15

12 Narkotika 94 5 100

13 Psikotropika 385 40 425

14 Korupsi 5 - 5

15 Lain-lain 68 8 76

16 Penculikan 2 - 2

1 Dokumentasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh bapak Bambang Haryanto
selaku Kasi pelayanan tahanan.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36

Kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam pembinaan dan pengarahan

terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam Rutan Medaeng  adalah seorang

Kepala Rumah tahanan, yang dibantu oleh staf-stafnya. Di bawah ini merupakan

bagan struktur organisasi di Rutan Medaeng.

KEPALA RUTAN

KAUR  T.U

KAKP RUTAN KASI PENGELOLAAN KASI PELAYANAN TAHANAN

PAM I PAM I PAM I PAM I

KASUBSI
UMUM

KASUBSI
KUKAP

Kasubsi
Administrasi
& Perawatan

KASUBSI
Bankumluh

KASUBSI
BIMKEG
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Penjelasan :

 KAUR TU : Kepala Urusan Tata Usaha.

 KAKP RUTAN : Kepala Kesatuan Pengamanan

 KASUBSI UMUM : Kepala Sub / Bagian Seksi Umum

 KASUBSI KUKAP  : Kepala sub / bagian seksi keuangan dan perlengkapan

 KASUBSI BIMKEG : Kepala sub / bagian seksi bimbingan dan kegiatan

 PAM : Pengamanan

 KASI  Pengelolaan : Kepala seksi pengelolaan

Masing-masing seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

1) KAUR TU  mempunyai tugas dalam hal kesekretariatan, surat menyurat.

2) KAKP Rutan membawai regu PAM/pengamanan yang mempunyai tugas

untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan Medaeng.

3) KASI Pengelolaan membawahi Kasubsi umum dan Kasubsi KUKAP.

- Kasubsi umum mempunyai tugas untuk mengurusi kepegawaian kenaikan

pangkat.

- Kasubsi KUKAP mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, dan

perlengkapan di lingkungan Rutan Medaeng.

4) KASI pelayanan tahanan membawahi Kasubsi administrasi dan perawatan,

Kasubsi Bankumluh, serta Kasubsi Bimkeg.
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- Kasubsi administrasi dan perawatan bertugas untuk mengatur

administrasi, juga kesehatan warga binaan pemasyarakatan di Rutan

Medaeng.

- Kasubsi bankumluh bertugas untuk mengatur kegiatan pembinaan warga

binaan pemasyarakatan di rutan Medaeng.

- Kasubsi bimkeg bertugas untuk mengurusi kegiatan keterampilan warga

binaan di rutan Medaeng.2

Di samping Kepala Rumah Tahanan Negara beserta staf-stafnya,

sebagai pihak yang berwenang membina para narapidana dalam Rumah

Tahanan Medaeng, partisipasi masyarakat merupakan pendukung

keberhasilan pembinaan yang  telah dilakukan oleh yang berwenang.

B. Faktor Penyebab Adanya Cuti Bersyarat Di Rutan Medaeng

Faktor utama penyebab adanya cuti bersyarat di Rutan Medaeng yaitu

untuk mengurangi over kapasitas. Dengan dilaksanakannya cuti bersyarat maka

dapat mendorong dan membangkitkan motivasi pada diri narapidana dan anak

didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan. Selain itu juga,

memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan hidup mandiri di tengah

2  Hasil Wawancara dengan kasubsi bantuan hukum dan penyuluhan Bpk. Ari Yuniato, pada
tanggal 6 Januari, 2009
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masyarakat setelah bebas menjalani pidana serta mendorong masyarakat untuk

berperan aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.3

C. Proses Pemberian Hak Narapidana Berupa Cuti Bersyarat Di Rutan

Medaeng

Narapidana yang ingin mendapatkan cuti bersyarat harus memenuhi

persyaratan substantif dan administratif terlebih dahulu. Adapun persyaratannya

telah dijelaskan sebelumnya dalam bab 2 mengenai tata cara pemberian cuti

bersyarat di Rutan Medaeng merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor M.2 PK 04-10 tahun 2007, adalah sebagai berikut :

a. Tim Pengamat pemasyarakatan (TPP) Rutan setelah mendengar pendapat

anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari wali

pemasyarakatan, mengusulkan pemberian cuti bersyarat  kepada kepala

Rutan.

b. Apabila Kepala Rutan menyetujui usul TPP rutan selanjutnya meneruskan

usul tersebut kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal

Pemasyarakatan.

c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dapat menolak atau

menyetujui tentang usul cuti bersyarat setelah mempertimbangkan hasil

3 Hasil wawancara dengan staf bantuan hukum dan penyuluhan Bpk. Ariestanto, pada tanggal
24 Desember 2008
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sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

setempat.

d. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

menolak tentang usul cuti bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14

hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu

beserta alasannya kepada kepala rutan.

e. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menyetujui

tentang usul cuti bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang cuti bersyarat.

f. Sebelum cuti bersyarat dilaksanakan Kepala Rutan berkewajiban memberikan

petunjuk agar narapidana atau anak didik pemasyarakatan berperilaku positif

di dalam masyarakat dan tidak melanggar persyaratan yang ditetapkan.

g. Menandatangani surat menjalani cuti bersyarat berdasarkan keputusan dari

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

setempat.

h. Menyerahkan narapidana yang menjalani cuti bersyarat kepada BAPAS dan

membuat berita acara penyerahan disertai laporan perkembangan pembinaan

dan catatan penting lainnya.

i. Kepala Rutan dan Kepala BAPAS setiap bulan melaporkan tentang

pelaksanaan dan hasil evaluasi cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan

kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
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j. Apabila narapidana atau anak didik pemasyarakatan dalam masa menjalani

cuti bersyarat mengulang tindak pidana dan menimbulkan keresahan dalam

masyarakat maka kepala rutan dapat melakukan pencabutan sementara cuti

bersyarat setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan.

k. Sebelum dilakukan pencabutan tetap, Kepala Rutan berkewajiban melakukan

pemeriksaan terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang

menjalani cuti bersyarat.

l. Kepala Rutan melaporkan pencabutan kepada Kepala Direktur Jenderal

pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta berita acara

pemeriksaan.

m. Kemudian pencabutan tetap cuti bersyarat dilakukan oleh Kepala Kantor

Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat berdasarkan

usul Kepala Bapas.

Dalam pelaksanaan cuti bersyarat di Rutan Medaeng tidak semua berjalan

dengan lancar. Tentunya pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala-kendala

sebagai-berikut :

1. Narapidana tidak memenuhi syarat

2. Narapidana tidak ikut program kegiatan

3. Narapidana pernah mendapat hukuman disiplin

4. Narapidana tidak menunjukkan kesadaran

5. Narapidana tidak memenuhi syarat administratif
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6. Pernyataan ketidak  sanggupan dari RT, RW dan lurah tidak ada. Artinya

pihak RT, RW dan Lurah tidak menyanggupi atau tidak mengijinkan

seseorang narapidana mendapatkan cuti bersyarat

Dengan adanya kendala-kendala seperti ini, maka petugas Rutan Medaeng

lebih meningkatkan pembinaannya terhadap narapidana agar narapidana bisa

menjadi lebih baik lagi.

Dalam pelaksanaan cuti bersyarat, meskipun tidak maksimal membantu

mengurangi over kapasitas di Rutan Medaeng, namun dalam pelaksanaannya

Rutan Medaeng merasakan manfaat dari cuti bersyarat, antara lain :

1. Dapat menghemat biaya

2. Program pembinaan bisa berjalan dengan efektif

3. Menyenangkan masyarakat.4

D. Upaya Pembinaan Narapidana di Rutan Medaeng Sidoarjo

1. Pembinaan mental lewat pembinaan agama

Sebagaimana jasmani, rohaniah pun juga membutuhkan santapan.

Kebutuhan rohani bisa dipenuhi lewat agama, pendidikan baik formal maupun

non formal. Tujuan daripada adanya rumah tahanan negara di samping

memberikan balasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, juga membina

dan mengarahkan narapidana untuk mengembalikan pada masyarakat yang

4  Hasil wawancara dengan Kasubsi Bankumluh Bpk. Ari Yuniarto pada tanggal  7 Januari
2009
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sehat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, tujuan terebut tidak mungkin

terwujud tanpa adanya kesadaran yang tertanam pada masing-masing

individu. Cara untuk menumbuhkan kesadaran itu adalah dengan diberikannya

pembinaan, kesadaran, serta pembinaan mental agama kepada mereka. Dalam

pelaksanaan pembinaan agama, dalam hal ini pihak Rumah Tahanan Negara

Medaeng bekerja sama dengan Lembaga Keagamaan yang disesuaikan

dengan agama masing-masing warga binaan pemasyarakatan.

Jenis kegiatan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan :

a. Agama Kristen / Katholik bekerjasama dengan  19 Gereja

b. Agama Islam bekerjasama dengan 9 yayasan

c. Agama Budha bekerjasama dengan 2 yayasan

d. Agama Hindu bekerjasama dengan 1  yayasan

Demikian pembinaan yang dilakukan lewat keagamaan yang

dilaksanakan di dalam Rumah Tahanan Medaeng terhadap warga binaan

pemasyarakatan, dengan harapan agar mereka bisa atau mau kembali menjadi

orang yang baik dan bertanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun

terhadap lingkungannya.

Dalam mencapai tujuan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan,

Kepala Rumah Tahanan Negara Medaeng sebagai pemegang tertinggi

mengutamakan pendekatan keagamaan dalam menempuh jalan atau

memberikan pembinaan. Melalui pendekatan ini, maka agama dijadikan suatu

prinsip dalam mengembangkan kehidupan berbangsa, bernegara dan
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bermasyarakat sekaligus sebagai tolak ukur kebaikan atau kerusakan moral

seseorang.5

2. Pembinaan lewat kesenian, hiburan dan olahraga

Mengenai pembinaan kesenian, rumah tahanan Medaeng mengadakan

latihan band dan pentas seni kreativitas warga binaan pemasyarakatan setiap

dua kali seminggu.

Untuk hiburan bagi warga binaan diberikan nonton film bareng setiap

1 kali seminggu.

Mengenai sarana olahraga, Rutan Medaeng menyediakan fasilitas

yang cukup, memadai tinggal terserah para penghuninya saja mau

menggunakan dan melaksanakan latihan. Sarana dan macam olah raga yang

tersedia di dalam Rutan Medaeng, yaitu :

a. Bola voli, badminton, tenis meja dan catur

b. Senam aerobik setiap 3 kali seminggu

c. Modern dance khusus untuk warga binaan wanita.

3. Pembinaan keterampilan

Di bidang keterampilan warga binaan pemasyarakatan di bina secara

langsung yakni disamping diberikan pengarahan juga langsung dipraktekkan

dalam bentuk pekerjaan. Pembinaan keterampilan yang diberikan Rutan

Medaeng, yaitu :

5  Hasil wawancara dengan kepala Sub Seksi Bankumluh Bpk. Ari Yuniarto pada tanggal  24
Desember 2008
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- Menjahit -  salon

- sablon -  elektronik, dll.

- perkayuan dan pengelasan

4. Pembinaan pendidikan

Di bidang pendidikan, Rutan Medaeng mengadakan perpustakaan

mini, kursus dasar bahasa Inggris dan mandarin, kursus dasar jurnalistik, serta

kursus dasar komputer.

5. Pembinaan di bidang hukum

a. Penyuluhan narkoba

- Untuk warga binaan pemasyarakatan setiap satu kali seminggu

- Untuk warga binaan pemasyarakatan wanita setiap sekali seminggu

- Untuk warga binaan pemasyarakatan pria dewasa setiap sekali

seminggu.

b. Penyuluhan HIV / AIDS dilaksanakan seminggu sekali

c. Penyuluhan hukum dilaksanakan sekali sebulan bekerja sama dengan

advokat / Kanwil /LSM serta konsultasi hukum setiap hari jam kerja.

E. Pelayanan kebutuhan material

1. Sandang dan pangan

Sandang dan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap hidup

manusia. Warga binaan pemasyarakatan yang kebebasannya di batasi dalam

waktu tertentu karena kesalahannya atau perbuatannya menjadikan dirinya

tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
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Keseluruhan warga binaan pemasyarakatan selama berada dalam

lingkungan rumah tahanan negara merupakan tanggung jawab pemerintah.

Dalam hal ini pelaksanaannya diserahkan kepada petugas rumah tahanan,

dengan kata lain anggaran belanjanya bersumber dari pemerintah. Untuk

kebutuhan sandang, diberikan satu setel pakaian bagi setiap warga binaan

pemasyarakatan. Pakaian yang diberikan seragam yaitu warna biru muda.

Dengan diberikannya pakaian yang mempunyai ciri tersendiri menunjukkan

bahwa kehidupan rumah tahanan Medaeng tidak dibeda-bedakan satu sama

lain. Begitu juga dengan pemenuhan akan minuman dan makanan, semua

warga binaan pemasyarakatan diberi makanan dan minuman yang sama

sebanyak tiga kali sehari tanpa dibedakan yang kaya, miskin, pejabat dan

orang biasa.

2. Pelayanan kesehatan

Kesehatan adalah faktor utama bagi orang yang akan menikmati hidup

di dunia ini. Oleh karena itu, petugas Rutan Medaeng menyadari bahwa

kesehatan warga binaan pemasyarakatan harus diperhatikan dan selalu

diupayakan agar mendapatkan pelayanan yang secukupnya.

Untuk mencapai pelayanan kesehatan yang secukupnya, petugas Rutan

Medaeng menyadari bahwa kesehatan warga binaan pemasyarakatan harus

diperhatikan dan selalu diupayakan agar mendapatkan pelayanan yang

secukupnya.
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JADWAL KEGIATAN RUTIN DI RUMAH TAHANAN  MEDAENG

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU MINGGU KETERANGAN
06.30 - pembukaan

blok
- pembagian

cadong

- Pembukaan
blok

- Pembagian
cadong

- Pembukaan
blok

- Pembagian
cadong

- Pembukaan
pembagian
cadong

- Pembukaan
blok

- Pembagian
cadong

- Senam pagi

- Pembukaan
blok

- Pembagian
cadong

Pembukaan
blok
Pembagian
cadong

07.00 - Senam pagi - Latihan bola
voly, tenis
meja, dan bulu
tangkis

- Senam pagi - Senam pagi - Olahraga bulu
tangkis dan
tenis meja
bagi WBP.

08.00 - Tamping dan
pekerja mulai
aktifitas

- Fiqih Islam
anak oleh
takmir masjid

- Kunjungan
pagi

- Tamping dan
pekerja mulai
aktivis

- Kunjungan
pagi

- Tamping dan
pekerja mulai
aktifitas

- Kunjungan
pagi

-  Tamping dan
pekerja mulai
beraktifitas

- tajwid bagi
WBP anak

- Kunjungan
pagi

- Olahraga bulu
tangkis dan
tenis meja
bagi WBP

- Kunjungan
pagi

- Tamping dan
pekerja mulai
aktifitas

- Iqro' bagi
WBP anak

- Kunjungan
pagi

09.00 s/d
10.30

- Kebaktian doa
(bagi nasrani)

- Konseling
anak

- Kebaktian do'a
(bagi nasrani)

- Ceramah
agama Islam
oleh ustadzah
lathifah

- Konseling
anak

- Kebaktian doa
(bagi nasrani)

- Pentas
kreativitas
WBP

- Konseling
anak

-  Ibadah raya
(bagi nasrani)

- penyuluhan
atau konsultasi
hukum

- konseling
anak

- Ibadah raya
(bagi nasrani)

- Konsultasi
hukum bagi
WBP

Konseling
anak

- Ibadah rayat
(bagi nasrani)

- Konsultasi
hukum bagi
WBP

- Konseling
anak

11.30 - Selesai
kunjungan
pagi

- Selesai
kunjungan
pagi

- Selesai
kunjungan
pagi

- Selesai
kunjungan
pagi

- Selesai
kunjungan
pagi

Selesai
kunjungan
pagi

12.00 - Shalat dhuhur - Sholat dhuhur - Sholat dhuhur - Sholat dhuhur - Sholat dhuhur - Sholat dhuhur - Sholat dhuhur

12.30 - Pembagian - Pembagian - Pembagian - Pembagian Pembagian - Pembagian - Pembagian

WBP = warga
bina
pemasyarakatan
pembagian
Cadong  =
pembagian jatah
makan warga
binaan
pemasyarakatan.
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cadong cadong cadong cadong cadong cadong cadong

13.00 - Penutupan
blok

- Kursus bahasa
Inggris

- Penutup blok
- Bahasa

Mandarin
- Latihan band

- Penutupan
blok

- Penyuluhan
dan test
HIV/AIDS
(dari LSM
Bina Hati)

- Pembukaan
blok

- Nonton film
bareng dn
pengarahan
bagi WBP
anak

- Penutupan
blok

- Penyuluhan
narkoba bagi
WBP dari
LSM Yakita

- Penutupan
blok

- Penutupan
blok

14.30 Pembukaan
blok
Kunjungan
sore

- Pembukaan
blok

- Kunjungan
sore

- Pembukaan
blok

- Kunjungan
sore

-  Pembukaan
blok

- kunjungan
sore

- pembukaan
blok

- kunjungan
sore

- pembukaan
blok

- kunjungan
sore

- pembukaan
blok

- kunjungan
sore

15.00 - Sholat ashar
- Kajian al-

Qur'an dari al-
Falah
Surabaya

- Bola voli blok
wanita

- Sholat ashar
- Iqra' oleh

ustad Nur bagi
WBP anak

- Sholat ashar
- Kajian hadits

Nabi dari
unsuri
Surabaya

- Bola voli blok
wanita

- Sholat ashar
- Ceramah

agama Islam
oleh Ustadz
ridwan

- Sholat ashar
- Kitab kunng

dari al-falah

- Sholat ashar
- Ceramah

agama
Islam oleh
ustadz
Rou'uf

- Sholat ashar
- Kajian agama
- Kajian agama

Islam dari
Unsuri
Surabaya

16.00 - Pembagian
cadong

- Selesai
Kungjungan
sore

- Pembagian
cadong

- Selesai
kunjungan
sore

- Pembagian
cadong

- Selesai
kunjungan
sore

- Pembagian
cadong

Selesai
kunjungan
sore

- Pembagian
cadong

- Selesai
kunjungan
sore

- Pembagian
cadong

- Selesai
kunjungan
sore

- Penutupan
blok

- Pembagian
cadong

- Selesai
kunjungan
sore

17.00 Penutup blok - Penutup blok - Penutupan
blok

Penutupan
blok

- Penutupan
blok

- Penutupan
blok

18.00 Yasin bagi
WBP
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F. Upaya pembinaan narapidana yang mendapat cuti bersyarat di luar rumah

tahanan Medaeng

Pembinaan narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat di luar rumah

tahanan harus memenuhi prosedur yang telah dijelaskan di dalam bab 2 dan bab 3

terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan cuti bersyarat di luar rutan harus ada

penjamin yang mampu memberikan pengawasan, pendidikan dan pengarahan

kepada narapidana. Adapun yang dimaksud dari penjamin yaitu dari pihak

keluarga terdekat, antara lain :

- Penjamin satu tingkat ke atas dari narapidana, seperti : orang tua.

- Penjamin satu tingkat ke bawah dari narapidana, seperti : anak

- Penjamin satu tingkat ke samping dari narapidana, seperti : saudara kandung.

Penjamin dari pihak keluarga harus diketahui oleh RT, RW, dan lurah

setempat dengan diberi blanko dari petugas Rutan Medaeng. Apabila dari pihak

RT dan RW tidak menyetujui di dalam pelaksanaan cuti bersyarat, maka

narapidana tidak berhak mendapat cuti bersyarat dengan kata lain cuti

bersyaratnya menjadi batal.6

Pembinaan narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat di luar rumah

tahanan, di tempatkan di dalam keluarga narapidana sendiri artinya narapidana

yang mendapatkan cuti bersyarat masih tetap berstatus sebagai narapidana, hanya

tidak menjalani pidana di Rumah Tahanan, tetapi tinggal dalam keluarganya

6 Hasil wawancara dengan kasubsi bantuan hukum dan penyuluhan Bpk. Ari Yuniarto, pada
tanggal 06 Januari, 2009
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sampai habis masa pidananya. Selama tinggal di keluarganya, narapidana tersebut

dapat melakukan semua aktifitasnya sebagai manusia pada umumnya, sepanjang

tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan mendapat bimbingan dari

petugas Balai Pemasyarakatan. Setiap sebulan sekali baik dari penjamin maupun

narapidana itu sendiri wajib lapor kepada petugas Balai Pemasyarakatan, karena

perkembangan pembinaan dan kepribadian narapidana menjadi tugas dari petugas

Bapas. Di samping itu juga, peran Kepala Desa dan masyarakat untuk membina

dan memberikan informasi  kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan tentang

narapidana yang menjalani cuti bersyarat sangat diharapkan sekali, sebab setiap

masukan, baik yang positif maupun negatif akan sangat berguna bagi

perkembangan pembinaan narapidana itu sendiri.

Bila seorang narapidana yang menjalani cuti bersyarat telah habis masa

waktunya, maka narapidana beserta penjamin harus kembali lagi ke Rutan

Medaeng untuk meminta surat lepas murni dari petugas Rutan Medaeng.
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BAB  IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN CUTI

BERSYARAT DI RUTAN MEDAENG MENURUT UU NO. 12 TENTANG

PEMASYARAKATAN

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Prosedur Pelaksanaan Cuti

Bersyarat Bagi Narapidana Menurut PP. No. 32 Tahun 1999 Jo PP. No. 28

Tahun 2006.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan bab II mengenai

prosedur pelaksanaan cuti bersyarat bagi narapidana merupakan suatu upaya

untuk mengurangi over kapasitas di dalam penjara. Dimana seorang narapidana

berhak untuk mendapatkan hak keringanan hukuman apabila narapidana  telah

menunjukkan kesadaran berbuat baik.  Yang dimaksud berkelakuan baik yaitu

bahwa narapidana selama menjalani pidana tidak pernah mendapat hukuman

disiplin dan telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang

positif.

Adapun dilihat dari macam-macam cuti, bahwa cuti mengunjungi

keluarga, cuti menjelang bebas serta cuti bersyarat pada intinya sama-sama

bertujuan untuk memberi kesempatan kepada narapidana dan anak didik

pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri

hidup mandiri di tengah-tengah  masyarakat setelah bebas menjalani pidana.

52
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Apabila dikaitkan dalam Islam, tujuan pemberian cuti bersyarat sesuai

dengan tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam itu sendiri, karena tujuan

hukuman dalam Islam bersifat pencegahan, perbaikan serta pendidikan. Bersifat

mencegah memberi pengertian menahan orang yang berbuat kejahatan agar tidak

mengulangi perbuatan jahatnya, adapun bersifat pendidikan dan perbaikan

bertujuan agar pelaku kejahatan menyadari bukan karena takut akan hukuman,

melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap kejahatan serta

dengan harapan mendapat ridha Allah swt.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Cuti Bersyarat Di

Rumah Tahanan Medaeng

Dalam menerapkan hukuman, Islam sangat memperhatikan kepentingan

individu dan masyarakat. Ditegakkannya hukuman dalam Islam pada prinsipnya

adalah demi kemaslahatan manusia. Karena itu, setiap ketentuan syariat Islam,

termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan

hak dan kepentingan manusia. Perlindungan hak di kalangan para ulama dikenal

dengan maqas{idus syariat, yaitu tujuan hukum Islam yang mencakup

perlindungan terhadap lima hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia,1

yakni:

1. Perlindungan terhadap agama ( الدینخفظ ),

1 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, h. 76
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Sebagai bentuk perlindungan terhadap agama, seperti: menjaga

keimanan, mendirikan shalat

2. Perlindungan terhadap jiwa ( النفسخفظ ),

Sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa Islam dengan tegas

mengharamkan pembunuhan yaitu menumpahkan darah sesama muslim. Bagi

kaum muslimin yang menumpahkan darah dengan sengaja, maka Allah SWT

mengancam dengan ancaman yang keras. Allah SWT berfirman dalam surah

An- Nisa’ ayat 93 :

...نملْوقْتايمِنؤامدمعتمهاؤزفَجمنهاجالِداخفِيهغَضِبالوـهِ لَّه لَيع ـه نلَعو

دأَعوالَهذَاباعظِيم93(ع(

Artinya : “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan
sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya
dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta
menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. Al-Nisa’ : 93)

3. Perlindungan terhadap akal ( العقلحفظ )

Sebagai bentuk penjagaan terhadap akal, Islam mengharamkan

khamar, judi, dan sebagainya. Allah swt berfirman dalam surah Al-Maidah

ayat 90 :

ـس والْأَزلَاموالْأَنصابوالْميسِرالْخمرإِنماواءَامنالَّذِينياأَيها رِج ـن ـلِ مِ مع

)90(تفْلِحونَلَعلَّكُمفَاجتنِبوهالشيطَانِ
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah : 90)

Allah swt mengharamkan khamar karena di dalamnya terkumpul

berbagai kerusakan, dapat menghancurkan kepribadian, membunuh akal serta

memusnahkan harta dengan tanpa guna. Arena seseorang apabila telah hilang

akalnya karena pengaruh khamar, maka akan berbuat semaunya tanpa berpikir

jernih dan tanpa ada rasa malu.

4. Perlindungan terhadap harta ( المالخفظ )

Sebagai bentuk perlindungan terhadap harta, Allah swt berfirman

dalam surah An-nisa’ ayat 29 :

تراضٍعنتِجارةًتكُونَأَنْإِلَّابِالْباطِلِمبينكُأَموالَكُمتأْكُلُوالَاءَامنواالَّذِينياأَيها

كُملَامِنلُواوقْتتكُمفُسإِنَّأَنكَانَاللَّهابِكُمحِيم29(ر(

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ : 29)

5. Perlindungan terhadap keturunan ( النسلخفظ ).

Sebagai bentuk penjagaan nasab, Islam mengharamkan perbuatan zina

karena perzinahan akan mendatangkan murka Allah swt, selain itu juga
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perzinahan mengakibatkan dampak kerusakan yang sangat besar. Seperti

munculnya penyakit-penyakit ganas, ternodainya kehormatan dan harga diri

seseorang, serta tercampurnya nasab dan keturunan secara tidak jelas. Allah

berfirman dalam surah Al Israa’ ayat 32, yang berbunyi :

)32(سبِيلًاوساءَفَاحِشةًكَانَإِنهالزناواتقْربولَا…

Artinya : “…Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina
itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang
buruk.” (QS. Al-Israa’: 32)

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III, bahwa upaya pembinaan

lewat agama terhadap narapidana di Rumah Tahanan Medaeng lebih diutamakan,

dimaksudkan untuk memberi kesadaran beragama dan mengembalikan kesadaran

untuk bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap

lingkungannya. Dengan kenyataan ini, berarti petugas Rutan Medaeng

memberikan kesempatan kepada narapidana untuk lebih meningkatkan keimanan

tanpa harus memaksakan agama satu sama lain. Hal ini sesuai dengan maqas{idus

syariat terhadap perlindungan agama, dimana sebagai bentuk terhadap

perlindungan agama , Rutan Medaeng melaksanakan pembinaan dengan

memberikan kesempatan kepada warga binaan pemasyarakatan yang beragama

Islam untuk melaksanakan sholat lima waktu, memberikan ceramah agama Islam,

serta memberikan pengajaran tentang Al Qur'an kepada warga binaan

pemasyarakatan yang beragama Islam. Selain pembinaan lewat agama, Rutan

Medaeng juga memberikan pembinaan-pembinaan lainnya, seperti pembinaan
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dibidang hukum, kesenian, hiburan, olahraga, serta keterampilan. Dimana

pembinaan-pembinaan seperti ini, dalam Islam termasuk kategori hukuman ta’zir.

Karena pengertian dari ta’zir itu sendiri seperti yang telah dikemukakan oleh

Imam Mawardi sebagai berikut

الحدودفيهارعتشلمذنوبعلىتأديبوالتعزير

Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat)
yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.2

Hal ini dapat diperkuat pula dengan kenyataan bahwa di dalam

menjatuhkan hukuman kepada narapidana tersebut tidak semata-mata

dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi lebih jauh daripada itu, bahwa

tujuan pemasyarakatan itu adalah pendidikan dan pengajaran agar setelah

mengalami masa pidana yang bersangkutan dapat kembali ke masyarakat serta

menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Furqon ayat 70-71.

نَوكَاحسناتٍسيئَاتِهِماللَّهيبدلُفَأُولَئِكصالِحاعملًاوعمِلَوءَامنتابمنإِلَّا…

االلَّهاغَفُورحِيم70(ر(نموابمِلَتعاوالِحصهفَإِنوبتااللَّهِإِلَىيابتم)71(

2 Mawardi,  Al-Ahkam As-Shulthaniyah, h. 236
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Artinya : "kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal
saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang
yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia
bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." (QS.
Al-Furqan : 70-71)

Dari pengertian ayat diatas, maka jelaslah bahwa bagi mereka yang

memiliki kesalahan atau melakukan kejahatan sekalipun, masih diberi

kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki dirinya kembali kejalan yang

diridhoi Allah. Maka apabila taubat yang dilakukan itu benar-benar tulus dan

ikhlas, Allah akan mengampuni dosanya.

Sedang dalam surat asy-Syuro ayat 40 Allah berfirman :

ـى فَأَجرهوأَصلَحعفَافَمنمِثْلُهاسيئَةٌسيئَةٍوجزاءُ… ـهِ علَ ـه اللَّ ـا إِن ـب لَ يحِ

40(الظَّالِمِين(

Artinya : "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka
barangsiapa mema`afkan dan berbuat baik maka pahalanya atas
(tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang
yang zalim." (QS. As-Syura : 40)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa memang suatu kejahatan atau tindak

pidana harus diberi balasan dan hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat

dan akibat daripada kejahatannya itu sendiri. Namun di lain pihak apabila orang-

orang yang berwenang untuk memberikan atau menuntut hukuman itu mau

memaafkan para pelaku tindak pidana tersebut serta berbuat baik, maka Allah

menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang mau memaafkan itu.
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Dari beberapa ayat di atas nampak jelas bahwa tujuan daripada hukum itu

sendiri adalah tidak semata-mata pembalasan, akan tetapi juga berarti bahwa

hukuman itu di harapkan menjadi pendorong bagi pelaku kejahatan untuk

menjadi orang yang baik serta bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah

dikerjakan serta kembali ke jalan yang lurus yang benar-benar di ridhoi Allah

swt.

Bila kita perhatikan sejarah, dimasa Nabi dan sahabat telah dikenal

adanya hukuman penjara, karena ada pelaku ataupun kejahatan yang lebih cocok

diancam dengan hukuman penjara daripada diancam dengan hukuman jili. Dan

rupanya sanksi penjara ini tetap dipertahankan sebagai sanksi seperti kita kenal

dengan Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan para ulama mengharuskan adanya

pengobatan bila terhukum (narapidana) sakit dan tidak ada larangan syara’

melatih para narapidana dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bahkan hal ini

dianjurkan karena membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung taubat

mereka.

Demikian pula dengan pengaturan Lembaga Pemasyarakatan dan

pengadministrasiannya, agar berjalan secara baik dan membuat kondisi para

narapidana bertaubat adalah sesuai dengan syariat Islam. Adapun biaya

pelaksanaan hukuman penjara, seperti makan, minum, pakaian, dan pengobatan

para narapidana adalah menjadi tanggung jawab Baitul Mal, dan sekarang

menjadi tanggung jawab negara.
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Adapun pelaksanaan cuti bersyarat yang dilakukan di luar Rumah

Tahanan diserahkan kepada keluarga narapidana sendiri, karena peran keluarga

sangat penting. Tanpa adanya peran dari keluarga seorang narapidana akan

bertindak semaunya dan kemungkinan besar akan mengulangi kejahatannya lagi.

Dengan demikian maka dapat di ambil suatu pengertian bahwa karena

tujuan daripada hukuman penjara yang paling asasi ialah sebagai mana tujuan

hukuman ta'zir dalam hukum Islam, yakni memberikan pendidikan dan

pembinaan kepada narapidana agar jera dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya

lagi. Di samping bahwa bentuk daripada hukuman ta’zir itu jelas bertujuan untuk

mendorong para pelaku kejahatan agar mau bertaubat dan berbuat baik setelah

menjalani masa pidananya.

Jadi pemberian cuti bersyarat kepada narapidana dalam kaitannya dengan

tujuan hukuman itu sendiri sesuai dengan ajaran Islam, karena baik itu pemberian

cuti bersyarat maupun tujuannya sama-sama memberikan kesempatan kepada

narapidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar tidak melakukan

kejahatan  yang serupa dan selalu mendorong narapidana untuk berbuat baik

setelah menjalani pidananya.
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BAB  V

Prosedur pelaksanaan cuti bersyarat menurut PP. No. 32 Tahun 1999 jo. 

PP. No. 28 Tahun 2006, yaitu apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan

PENUTUP

A. Kesimpulan
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yang ingin mendapatkan cuti bersyarat harus memenuhi persyaratan substantif

dan administratif terlebih dahulu.

a. Persyaratan substantif

- Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang

menyebabkan dijatuhi pidana.

- Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang

positif.

- Berhasil mengikuti program kegiatan dengan tekun dan bersemangat

- Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat

hukuman disiplin.

b. Persyaratan administratif

A. Kutipan putusan hakim

B. Laporan penelitian kemasyarakatan

C. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang pemberian cuti

bersyarat

D. Salinan register  F.

E. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana.

F. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima

narapidana.

Apabila ditinjau dalam hukum pidana Islam mengenai prosedur

pelakasanaan cuti bersyarat menurut PP. NO. 32 Tahun 1999 maka sesuai

dengan hukum pidana Islam, karena tujuan dari hukum Islam itu sendiri
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bersifat pencegahan, perbaikan serta pendidikan. Dimana narapidana diberi

kesempatan untuk berbuat baik, serta diberi pendidikan dan pengarahan

berbuat baik agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi.

2. Adapun pelaksanaan cuti bersyarat terhadap pembinaan narapidana di Rumah

Tahanan Medaeng, merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia, antara lain :

a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Rutan setelah mendengar pendapat

anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari wali

pemasyarakatan, mengusulkan pemberian cuti bersyarat  kepada Kepala

Rutan.

b. Apabila Kepala Rutan menyetujui usul TPP Rutan selanjutnya

meneruskan usul tersebut kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur

Jenderal Pemasyarakatan

c. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia menolak tentang usul cuti bersyarat, maka dalam jangka waktu

paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut

memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Rutan.

d. Apabila Kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM

menyetujui tentang usul cuti bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan

tentang cuti bersyarat
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e. Kepala Rutan menyerahkan narapidana yang menjalani cuti bersyarat

kepada BAPAS dan membuat berita acara penyerahan disertai laporan

perkembangan pembinaan dan catatan penting lainnya.

3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan cuti bersyarat di Rumah

Tahanan Medaeng tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena baik itu

pemberian cuti bersyarat maupun tujuannya sama-sama memberikan

kesempatan kepada narapidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar

tidak melakukan kejahatan yang serupa dan selalu mendorong narapidana

untuk berbuat baik setelah menjalani pidananya.

B. Saran

Disarankan bagi petugas Rumah Tahanan Medaeng diharapkan lebih

meningkatkan pembinaan terhadap narapidana dalam rangka mewujudkan tujuan

dari pembinaan itu sendiri.

Selain itu juga, disarankan kepada keluarga sebagai pihak penjamin, untuk

lebih memperhatikan, mengawasi, dan mengarahkan narapidana ke arah yang

lebih baik lagi.
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